PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

Menimbang

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1),
Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa dan Pasal 10 ayat (1), Pasal 24 huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan serta untuk mewujudkan pemberdayaan
masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa dan
Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4587);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang
Pedoman Dasar Karang Taruna;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007
tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan
Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007
tentang Kerjasama Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKAYANG
DAN
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa

10.

11.

12.

13.

14.

atau Kelurahan.

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan
masyarakat dan pengelolaan pembangunan.

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah

Kabupaten di bawah kecamatan.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa.

Partisipasi adalah peran serta aktif masyarakat dalam proses
pengambilan kpeutusan pengelolaan pembangunan.

Keswadayaan gotong-royong adalah kemampuan masyarakat untuk
mendayagunakan sumber-sumber yang mereka miliki dalam pengelolaan
pembangunan secara bersama-sama dan saling membantu dalam rangka
mewujudkan kemandirian.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja
Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk
melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah
kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya
adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK)
di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan,
kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Desa atau Kelurahan.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disebut
PKK adalah mitra kerja pemerintah desa dan kelurahan serta organisasi
kemasyarakatan lainnya dalam rangka melaksanakan program
pemberdayaan keluarga.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk
selanjutnya disingkat LPMD-K adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk
atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan
dalam memberdayakan masyarakat dan mengelola pembangunan sesuai
dengan aspirasi dan kebutuhan.

Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar
kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk
masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa dan Kelurahan atau
komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha
kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan
oleh Departemen Sosial.

Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk sebagai
pengukuhan terhadap pranata adat istiadat/masyarakat hukum adat
yang masih hidup dan dipatuhi masyarakat, atau lembaga yang dibentuk
dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat istiadat pada
masyarakat desa dan kelurahan atau wilayah pemangku adat tertentu.

Kader Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disebut KPM adalah
yang dibentuk dari anggota masyarakat desa dan kelurahan sesuai
kebutuhan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan dan
kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau
Kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Di desa dan kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.

(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan desa dan kelurahan.

(3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah desa dan kelurahan yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Kelurahan dengan
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.



BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah dalam rangka
pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan untuk memperkuat
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa
dan kelurahan.

Pasal 4

Tujuan penataan Lembaga Kemasyarakatan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

peningkatan pelayanan masyarakat;

a.
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

o

pengembangan kemitraan;

o

pemberdayaan masyarakat; dan
e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

masyarakat setempat.
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan
masyarakat dan pengelolaan pembangunan, Lembaga Kemasyarakatan
memiliki tugas:

a. memfasilitasi pengkajian potensi dan masalah dan menentukan skala
prioritas kegiatan pembangunan;

b. memfasilitasi perencanaan pembangunan;

c. memfasilitasi pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelestarian
pembangunan;

d. menggerakkan, memotivasi dan mengembangkan partisipasi dan
swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan;

e. memfasilitasi terwujudnya  pengendalian pembangunan guna
memastikan proses dan pencapaian pembangunan sebagaimana yang
diharapkan; dan

f. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat/warga agar
memiliki keberdayaan melalui penyelenggaraan pembangunan di
segala bidang.

Pasal 6

Sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan
masyarakat dan pengelolaan pembangunan, Lembaga Kemasyarakatan
memiliki fungsi:

a. penampung dan pengolah aspirasi masyarakat sebagai dasar
pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;



